
ffiffiifeEffiFfiRI

KOMISI PEMILIHAN  UMUM
KABUPAThN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PELABAT PENGELOLA KEUENGAN BAGIAN ENGGARAN 076

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang        :   a.   bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  transparansi  dan
akuntabilitas dalam pengelolaan , pertanggung jawaban
dan pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum
Kabtipaten Kepulauali Selayar, dipandang perlu untuk
menu nj u k / mene tapkan        pej abat        yang        dibe ri
kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran     anggaran     belanja/Pejabat     Pembuat
Komitmen (PPK) , Pejabat yang diberi kewenangan untuk
menguji  tagihan  kepada  Negara  dan  menandatangani
Surat      Perintah      Membayar      (SPM),      Bendahara
Pengeluaran, dan Star Pengelola Keuangan;

b.   bahwa     berdasarkan     pertimbangan     sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris     Kornisi     Pemilihan     Umum     Kabupaten
Kepulauan Selayar tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Keuangan   Bagian   Anggaran   076   Pada   Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025;
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Mengingat         :    1.     Undang-Undang    Nomor    1    Tahun    2004    tentang

Perbendaharaan  N€gara  {Ijembaran  N€gara  R€puhlik
Indonesia Tahun  2004  Nomor  5  Tambahan  lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang   Nomor    15    Tahun    2004    tentang
Pemeriksaan    Pengelolaan    dan    Tanggung    Jawab
Keuangan     Negara     (I.embaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 4400) ;

3.     Undang-Undang    Nomor    7    Tahun    2017    tentang
Pemilihan     Umum     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2017    Nomor     182,    Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6109);
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang N®mor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun    2017    tentang    Pemilihan    Umum    menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2023  Nomor  54,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 6863) ;

4.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinetia lnstansi P€m'erintah

(I+embaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2006
Nomor   25,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 46 1 4) ;

5.     Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007  tentang
Pengelolaan  Uang  Negara/Daerah  (I+embaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6.     Peraturan  Pemerintah  Nomor 45 Tahun 2013  tentang
Tata   Cara   Pelaksanaan   Anggaran   Pendapatan   dan
Belanja Negara (IJembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor  103, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5423)  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
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2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor $5 Tahun 2013 tentang Tata Cara P€laksanaari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018  Nomor  229,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 6267) ;

7.     Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (Lembaran
N'egara  Republik  hadones'ia  Tahun  2014  Nomor  92,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014
tentang   Pengelolaan    Barang   Milik   Negara/Daerah

(Lembaran   Negara  Republik   Indonesia  Tahun   2020
Nomor   142,   Tanbahan  ljembarari   Ne'gara  Republik
Indonesia Nomor 6523) ;

8.     Peraturan presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Negara;

9.     Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   190/PMK.05/
2012  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  dalam  rangka
Pelcksanaari Anggaran Pen.dapatan dan Belanj`a Negrra

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012  Nomor
1191)   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor  178/PMK.05/  2018  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
190/PMK.05/2012   tentang   Tata   Cara   Pembayaran
dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Eel.anja   Negara.   {B€rifa   Negara   Rapublik   Indones'ia
Tahun 2018 Nomor 1736);

|o.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dalam rangka
Tahapan  Pemilihan  Umum  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tchun 2022 Nomor 1230);
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1 1.   Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  39  Tahun  2024
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran. 2025

(Berita Negara Republik Indonesia Tchun 2024 Nomor
376)

12.   Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor    14   Tahun   2020   Tentang   'fugas,    Fungsi,
Susunan.   Organisasi,    dan   Tata   Kelja   Sekretariat
Jenderal Komisi  Pemilihan Umum,  Sekretariat Komisi
Pemilihan   Umum   Provinsi,   dan   Sekretariat   Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum
Nomor   3    Tahun   2023    tentang   Perubahan   atas
Peraturan  Komisi  Peniilihan  Umum  Nomor  14  Tahun
2020 tentang Tugas, Flingsi, Susunan Organisasi, dan
Tata   Kelja   Sekretariat   Jenderal   Komisi   Pemilihan
Umum,  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan       Sekretariat       Komisi       Pemilihan       U mu in
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan         :   KEPUTUSAN   SEKRETARIS   KOMISI   PEMILIHAN   UMUM

KABU FATE N         KE PU LAUAN         S ELAYAR         TE NTA N G

PENETAPAN  PEJABAT  PENGELOIA  KEUANCIAN  BAGIAN

ANGGARAN  076  PADA  SEKRETARIAT KOMISI  PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025.

KESATU              :   Menunjuk/menetapkan masing-masing :

1.  Andi  Ruslam  ldFTs,   NIP.   19811010  201012   1   003,

Pangkat Penata Tk.  1, Golongan Ruang Ill/d, Jabatan
Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat
dan    Sumber    Daya    Manusia    Sekretariat    Komisi
Pemilihan   Umum   Kabupaten    Kepulauan    Selayar
selaku    Pejabat   yang   diberi    kewenangan    untuk
melaku kan        tindakan        yan g        mengaki batkan
pengeluaran    anggaran    belanja/Pejabat    Pembuat
Komitmen (PPK) ;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

2.  Nur  Putriyana  Alang,  NIP.   19810603  200902  2  006

Pangkat Penata Tk.  1, Golongan Ruang Ill/d, Jabatan
Pelaksana Subbagian Keuangan,  Umum dan Logistik
Sekretariat    Komisi    Pemilihan    Umum    Kabupaten
Kepulauan    Selayar    selaku    Pejabat    yang    diberi
kewenangan  untuk  melakukan  pengutian  terhadap
tagihan  kepada  negara  dan  menandatangani  Surat
Perintah Membayar (SPM) ;

3.  Muhammad     Is-kandar     Muchtar,     Nip.19711016
198803   1   001,   Pangkat   Penata   Muda   Tingkat   I,
Golongan Ruang Ill/b, Jabatan Pelaksana Subbagian
Keuangan,   Umum  dan  I,ogistik  Sekretariat  Komisi
Pemilihan   Umum   Kabupaten    Kepulauan   Selayar
selaku Bendahara Pengeluaran;

4.  Akbar, Nip.  19840209 200902  1  005, Pan8kat Penata,
-Golongan  Ruarig  III/a,  Jabatali  Kepal.a  Sub  Bagian

Perencanaan,  Data  dan  lnformasi  Sekretariat  Komisi
Pemilihan    Umum    Kabupaten    Kepulauan    Selayar
selaku    Petugas    Pengelola    Administrator    Belanja
Pegawal (PPABP) ;

5.  Andi  Nur  Amalia,  Jabatan  Tenaga  Pendukung  pada
Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat
Komisi    Pe`milihan    Umum    Kabupaten    Kepulauan
Selayar selaku staf pengelola keuangan.

:   Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU
mempunyai  tugas  dan  kewenangan  yang  diatur  dalam
ketentuan per.aturan perundang-undangan yang berlaku.

:   Segala   biaya  yang   timbul   sehubungan   dikeluarkannya
Keputusan    ini    dibebankan    pada    Anggaran    Komisi
Pemilihan   Umum   Kabupaten   Kepulauan   Selayar   yang
bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Petikan
Tahun Anggaran 2025.

:   Spesimen  Tanda  Tangan  Pejabat  sebagaimana  dimaksud
dalam    Diktum    KESATU    tercantum    dalarn    Lanpiran
Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
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KELIMA

KEENAM

Salinan sesu
SEKRETARI
KABUPAT

:   Keputusan  ini  disampaikan  kepada  yang  bersangkutan
untuk  diketahui  dan  dilaksanakan  dengan  penuh  raga
tanggungiawab.

:   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal  2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHRAD BASRI

dengan aslinya
T KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPULAUAN SELAYAR

bagian Teknis Penyelenggaraan Pernilu dan Hukum
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN      SEKRETARIS      KOMISI
PEMILIHAN        UMUM
KEPULAUAN     SELAYAR
TAHUN   2025   TENTANG
PEJABAT     PENGELOLA
B AGIAN       AN GGARAN
SEKRETARIAT     KOMISI
U MU M           KABUPATEN
SELAYAR TAHUN 2025

KABUPATEN
NOMOR      1
PENETAPAN
KEUANGAN

0 76       PADA
PEMILIHAN

KEPULAUAN

spEslMEN TANDA TANGAN pEjjneAT PENGELOLA KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHIN 2025

NO NAMA/NIP JABATAN TANDATANGAN PARAF KETERANGAN

1 Andi Ruslan Idrus/ Kepala

'

Pejabat   yang   diberi
198110102010121003 Subbagian kewenangan

Partisipasi, melakukan   tindakan
Hubungan yang   mengakibatkan
Masyarakat dan Pengeluaran
Sumber Daya chggaran
Manusia Belanja/PejabatPembuatKomitmen

2 Nur Putriyana Alang/ Pelaksana

/,
Pejabat   yang   diberi

198106032009022006 Subbagian wewenang melakukan
Keuangan, Pengujian     terhadap
Umum, dan tagihan            kepada
Logistik negaradanmenandatanganiSuratPerintahMembayar(SPM)

3 Muhammad lskandar Pelaksana Bendahara
Muchtar/1971101619 Subbagian Pengeluaran
88031001 Keuangan,Umum,danLogistik

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
RABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
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